BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 97 mamww 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

____________ 1M b PR NNl 1 IR v
uifu.cu.xs-‘uu ua.u5 NUITIOL 12 Taiiuili =1l LC1IeRss,
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dijubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

lemharan Nponra l?pnuhlﬂz Indanecia Namar '-'\';97\

sehagaimana telah dlubah heberapa kali terakhw
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembar"“ Negara
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
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Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pomhinaan dan Poangawagan Dpnmﬂ enaoaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan
Pelaksanaan  Peraturan  Presiden @ Nomor 99
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 580);
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tentang Pembentukan Prduk Hulam Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

. Paraturan WMenteri SQagial Namaor 25 Tahian 201Q

tentang Karang Taruna (Rerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
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Dalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksud dengan :
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2.
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Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
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Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dibawah Kecamatan.

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus Kkepentingan masyarakat setempat
beidasainaill asai-USul Gail auat iSuauatl Sciciipal yailg Gianui Galedii
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Dacsrah Kabupaten.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.
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wadah partisipasi masyarakat, secbagai mitra pemerintah desa, ikut serta
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta
meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan vang selanjutnyva disingkat LKK
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah
kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga
KEiliaSyalanatail yaig Qiocitun Oiclaiul dusSyjaweisal iaSyarasat

setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
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Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW merupakan lembaga
kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT
diwilayah kerjanya.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang
selanjutnya  disebut PKK  Desa/Kelurahan adalah  Lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana,
_pc:cuxmza _pc.uscuuau daii PCIEECTL an yaua masmg—masmg jt':‘ifj&lis
pemerintahan untuk terlaksananya program PKX

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha
kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan
oleh Kementerian Sosial.
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adalah kelompok kerja yang tugas dan fumgsinye meurpanyai keterkaitan
dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang
berkedudukan di desa/kelurahan.

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia,
mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan yang
selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah
KTharaliail dalaiil niCnaiipuiig Qdil Mcwujuundil asSpilasi Gdii Keoutuliail
masyarakat di Bidang Pembangunan yang bersifat independen dan
berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

BAB I
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LKK, adalah :

a.

b.
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HISHUGUURRGIL Lu.useu HHED; Gaii LAIK ocuagm miva pem“cﬁrﬁah
desa/kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
mendayagunakan LKD dan LKK dalam proses pembangunan
desa/kelurahan; dan

menjamin  kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan.
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Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

b
c.
d
e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

tugas dan fungsi

jenis LKD dan LKK;

hubungan kerja; dan
pembinaan dan pengawasan.

BAB 1II
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

LKD dan LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah desa atau kelurahan
dan masyarakat.

Pembentukan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

berkedudukan di desa/kelurahan setempat;

o
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memiliki kepengurusan yang tetap;

memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

tidak berafiliasi kepada partai politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh
Camat atas nama Bupati.

Bentuk penetapan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LKD dan LKK, bertugas'
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b. ikut serta dalam peremcanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

LKD dan LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah
desa/kelurahan.



Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD dan

LKK memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah
desa/ kelumalian Kepaua masjaianat dcsa/ NEraianaii,

d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan
mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi,
swadaya, serta gotong royong masyarakat;

f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BABV
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(1) Jenis LKD dan LKK, paling sedikit meliputi:
RT;

RW;

PKK Desa /Kelurahan;

Karang Taruna;

Pokja Posyandu; dan/atau
LPMD/LPMK.
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LKK sclain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(4) Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Camat
atas nama Bupati.

Pasal 8
Pengelolaan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ dan huruf d, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau

Anggaran Rumah Tangga lembaga tersebut vang disusun sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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(2)
(3)
(4)
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(3)

(4)

Pasal9

Pengurus LKD dan LKK, terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan/atau
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Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepaia Desa.

Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Caniat atas naiiia Dupau.

Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ili€iijabat paliiig vailydn 2 (UUd) KAl iiaSa javatall SCCara Leitui ai-tuiut
atau tidak secara berturut-turut.

Pengurus LKD dan LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD dan LKK
lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
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roiifnat  ventuxk  IEpulusail Kepala Dcsa  aan peiictapaii  Cainat
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat {3) secbagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

uas).a.u Kedua
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Pasal 10

atau kelurahan dapat dibentuk RT dan RW.
RT terdiri dari paiing sedikit 20 {dua puluh) Kepaia Keluarga.
RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT untuk desa dan 3 (tiga) RT untuk
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Setiap dusun paling sedikit dibentuk 2 (dua) RW dan setiap lingkungan
3 (tiga) RW,

b3 e
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Dalam rangka RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a dan huruf b, bertugas:

a.
b.

membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan
dan perizinan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Kepala Desa/Lurah.
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Pasal 12

Setiap RT diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan
jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan.

Setiap RW diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan
jumlah RW yang ada di desa atau kelurahan yang bersangkutan.
Penomoran RT dan RW di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat {2) ditctapkan dengan Keputusan Kepaia Desa.

Penomoran RT dan RW di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat {1} dan
ayat (2}, ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

Format bentuk Keputusan Kepala Desa dan pehetapan Camat atas nama
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 13
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(2)
(3)
(4)

(9)
(6)

(7)

8

terdaftar scbagai penduduk dan bertempat tinggal di RT/RW
bersangkutan;
dapat membaca dan menulis huruf latin;
bersifat jujur, adil dan berwibawa;
mempunyai jiwa sosial;
berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah
menikah; dan
sehatjasmani dan rohani.

rasar 17
Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan cara musyawarah yang
dihadiri oleh perwakilan warga RT.
Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT perwakilan warga
RT yang ditunjuk.
Calon pengurus RT diajukan oleh peserta musyawarah paling sedikit
S (lima) orang.
Musyawarah pemilihan Pengurus RT menetapkan:

| 7@ PO
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b. Sekretaris; dan
c. bendahara.

Susunan pengurus RT dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi setempat.

Susunan seksi dalam RT ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah
dengan sekretaris dan bendahara.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6)
dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala
QT34 Miiai SCUagai Uasai penctapdil pTIIguius -

Format berita acara scbagaimana dimaksud pada ayat {7) tercantum
dalam Lampiran huruf ¢ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 15

Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh
pengurus RT dan Tokoh Masyarakat. yang difasilitasi oleh Kepala
Desa/Lurah.

Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan Tokoh
Masyarakat yang ditunjuk.
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a. masing-masing RT mengajukan cal®D pengurus untuk dipilih
ditingkat RW, dan

b. calon dari masing-masing RT dimusyawarahkan dalam forum
musyawarah untuk menetapkan pengurus vang dipimpin oleh Aparat
Pemerintah Desa atau Kelurahan dihadiri oleh pengurus RT dan
tokoh masyarakat diwilayah RW tersebut.

Musyawarah pemilihan pengurus RW menetapkan:

a. Ketua;

. ut':kfcm.uo, uau/ atau

¢. bendahara.

Susunan pengurus RW dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi setempat.

Susunan seksi dalam RW ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah

dengan sekretaris dan bendahara.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6)

dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala

desa/lurah sebagai dasar penetapan pengurus RW.

IUiliiat Leiita alala SEUagaiiiaiia uillansuu pada ayat \O) Scuagainiaiia

tercantum dalam Lampiran huruf ¢ merupakan bagian yang tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pengurus RT dan RW berhenti, karena :

o P

e o

meninggal dunia;
atas permintaan sendiri;
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pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT, RW, desa atau
kelurahan lain;

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan

habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang
baru.
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(3)
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Pasal 17

Pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir
masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
Kekosongan pengurus RT dan RW harus dilakukan penggantian pengurus
antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

=1~ . TAXXY
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Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum
dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.

Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat RT dan RW
vang dipimpin oleh Aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Bagian Ketiga
PKK Desa/Kelurahan

rasax 18

PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf c¢ bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam
melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Anggota PKK adalah warga masyarakat desa setempat baik laki-laki
maupun perempuan, perseorangan dan bersifat sukarela.

Pasal 19
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dusun/lingkungan yang merupakan perwakilan dusun/lingkungan.
Pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan  dilaksanakan melalui
musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
Musyawarah pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar
dan/atau Anggaran Rumah Tangga Lembaga tersebut.

Bagian Keempat

m
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Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d
bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menanggulangi
masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh

Anggota Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat

untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu:

a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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c. dapat membaca dan menulis;

memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;

e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan
kemampuan, pengabdian di bidang kese jahteraan sosial;

f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh
pengabdian kepada masyarakat;

g. tidak sedang menjalani hukuman,;

- JES: N S SIPR I, Py I I [ RPN Sy N K. e S Spee R
L. SCvaAgal wal ga pcuuuuux\ DCLCLLLPG.L uali pTicliupal uaggal t.cmy,

e

i. pedu.li terhadap lingkungannya; dan

j- berusia sekurang-kurangnya 17 {tujuh belas) tahun.

Susunan Pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan
kebutuhan.

Kepengurusan karang taruna sesuai dengan keorganisasian diatur oleh
Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang terpilih disahkan dalam
temu karya tingkat Desa/Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam
wilayah tingkat Desa/Kelurahan dan dikukuhkan oleh kepala desa/lurah

b 3 FHIINEG WG SV  gEuunipugu o SIS S, . A 11 . =
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Karang taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan
pengembangan organisasi dan program-programnya.

Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {4) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kelembagaan karang taruna dan pembentukannya
harus melalui forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya.

Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan dan dilantik
oleh Ketua Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi
serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Ketua Karang Taruna.

N 1 N
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Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah
mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.

Calon Pengurus Karang Taruna diajukan oleh masing-masing
dusun/lingkungan yang merupakan perwakilan dusun/lingkungan.
Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah
mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.

Musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam

mxssma:u uabcu ucu.l/ a\.au mxsscucul L“.uua_u 1a..ussa wunuasa LC]. DCU\AL

Bagian Kelima
Pokja Posyandu
Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibentuk
dengan Keputusan Desa/Lurah.

Dalam membentukan Pokja Posyandu, memperhatikan prinsip:

a. musyawarah mufakat;

b. struktur organisasi ramping, sedehana, dan kaya fungsi;
c. Kkesetaraan;
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d. keanggotaannya fungsional berdasarkankompetensi masing-masing
unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam
pengorganisasian Pokja Posyandu;

e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan

memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk berita

acara.
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disampaikan ke kepala desa/lurah.

Pasal 23
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a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan
Posyandu di desa/kelurahan;

b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya
sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan
Posyandu;

c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan
alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan

~d
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desa / kelurahan;
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evaluasi terhadap pengelll227 kegistan dan kinerja kader Posyandu
secara berkesinambungan; e. menggerakan dan mengembangkan
partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam
mengembangkan Posyanduy;
e. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah
dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
Pokja Posyandu desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
ditmjassud paua ayat (1) bcu.aussuus,awclu kejfc'iua kﬁﬁ&}a dcoa/ Larain.
Pokija Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.

Pasal 24

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pokja Posyandu adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

L. UEinclanuail vaix, jujui, auu dail Caxnap,

c. penduduk desa/lkelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP
atau Kartu Keluarga;

d. dapat membaca dan menulis;

e. berusia sekurang-kurangnva 20 (dua puluh) tahun atau sudah
menikah;

f. sehat jasmani dan rohani; dan
memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan
kemampuan pengabdian dibidang kesehatan.
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Pemilihan Pengurus Pokja Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah
yang dihadiri oleh kepala desa/lurah, unsur RW, RT, tokoh masyarakat,
tokoh agama, pemuda, dan unsur lainnya, yang difasilitasi oleh kepala
desa/lurah.

Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari :

a. kepala desa;

b. perangkat desa;

<. ngmuoa. 5i RCAAS) Y FAdanalais,

d. organisasi keagamaan; dan

e. anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam

penyelenggaraan/ pengelola Posyandu.
Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. unit-unit sesuai kebutuhan
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unit pelayanan;
b. unit informasi Posyandu; dan
c. unit kelembagaan.
Hasil musyawarah pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala
desa/lurah sebagai dasar penetapan pengurus Pokja Posyandu.
Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf ¢ yang merupakan bagian tidak

............
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Pasal 25

Masa bakti Pengurus Pokja Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pengurus Pokja Posyandu berhenti atau diberhentikan, karena :
meninggal dunia;

mengundurkan diri;

o
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tidak lagi memenuhi syarat
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habis masa baktinya, Pengurus Pokja Posyandu mengadakan
usyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai Pelaksana

Tugas Ketua Pokja Posyandu.

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam

suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah.
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Ketua Poja Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama
3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal Pengurus Pokja Posyandu selain Ketua berhenti atau
diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Posyandu
mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota
sebagai pelaksana tugas.

ilasil miusyawaiall s€bagaiiiaiia diniansud pada ayat (4) dibuat dalam
suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah.

Pengurus Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama
3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Pemilihan ketua dan pengurus pengganti antar waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 23.
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Pengurus Posyandu dapat melaksanakan musyawarah anggota yang

merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam

pengambilan keputusan pada Posyandu tingkat desa/kelurahan yang

diwakili oleh seluruh Pengurus Posyandu di desa/kelurahan.

Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan

kesepakatan anggota.

Musyawarah Anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

~ndenVaca am

Musyawarah anggota berfungsi untuk

a. memilih Pengurus Posyandu;

b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu; dan

c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus
Posyandu.

Bagian Keenam
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
rasal 28

LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f,
bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menyerap aspirasi
masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya
gotong-royong.

LPMD dan LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas
prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah
dan mufakat.

LPMD dan LPMK sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah

Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat berkedudukan
di Desa/Kelurahan, bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.
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Pasal 29

LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai hal-hal
yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.
lasai 30
LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi, berkewajiban:
a. menggali swadaya dan partisipasi, masyarakat dalam pembangunan
masyarakat desa;
b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong
masyarakat desa; dan
c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

™. a1 N1
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(1) Pengurus LPMD/LPMK terdiri dan pemuka agama, tokoh masyarakat dan
anggota masyarakat.

(2) Jumlah anggota pengurus atau bidang disesuaikan dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan masing-masing.

(3) Menyertakan keterwakilan perempuan dalam pengurus LPMD/LPMK.

Pasal 32
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atau kelurahan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di desa atau
kelurahan yang bersangkutan;

b. Dberusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) talun atau sudah

menikah;

berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;

mempunyai kemampuan, kemauan serta komitmen yang tinggi untuk

membangun desa atau kelurahan;

a0

tidak menjadi Anggota BPD;
bersedia dipilih' menjadi Pengurus LPMD/LPMK; dan
tidak menjadi aparat desa.

""',:!"QQ O

Pasal 33

(1) Pemilihan Pengurus LPMD dan LPMK dilaksanakan melalui musyawarah

PUGIPIONY W IRy . | opay 5 LY IR Jp, DI PR JEPRDUIDNS P DD A S L %
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(2) Calon Pengurus LPMD dan LPMK merupakan perwakilan dari masing-
masing dusun atau lingkungan.
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(3) Masing-masing dusun atau lingkungan mengusulkan minimal
2 (dua) orang untuk dipilih melalui musyawarah;

(4) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan
kesepakatan dalam rapat yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah
dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh perangkat
desa/kelurahan, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan
tokoh masyarakat.
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a. Ketua;

b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Bendahara.

(6) Mekanisme dan tata cara pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK
ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam
musyawarah.

(7) Bidang-bidang dalam LPMD dan LPMK ditetapkan oleh ketua setelah

NiuSyawaial Geiigain wanii Atiua, STAIClains dail peiidaiiaia.

{8) Hasil pembentukan calon pengurus LPMD dan LPMK dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat sebagai dasar untuk penetapan.

(9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf ¢ merupakan bagian yang tudak
Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Penguius LMD dain LMK dapat dibenieintikan SToElum iilasa vantuiiya

berakhir, apabila :

a. meninggal dunia;

atas permintaan sendiri;

tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;

pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT, RW, Desa atau

kelurahan lain; dan

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma
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Pasal 35

(1} Pengurus LPMD dan LPMK vang berhenti atau diberhentikan sebelum
berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar
waktu.

(2) Kekosongan Pengurus LPMD dan LPMK harus dilakukan penggantian
pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.

(J) Teingisian peiigliius sebagdiiniaiia dimiansud paaa ayat (2] Jilasundaii

melalui musyawarah pengurus LPMD dan LPMK
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Pasal 36

Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum
dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan.
Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat
LPMD/LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMD/LPMK dan ditetapkan
berdasarkan kesepakatan.

Pasal 37
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Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat
konsultatif.

Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa
bersifat koordinatif.

Pasal 38

Hubungan kerja LKK dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

.
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kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
Hubungan kerja LKK dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 39
Setiap LKD atau LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya

bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala
'desa/lurah.

Lapoian pclansaiiddil tUgas Qan iungsi Jdisaiiipainai scpada Kepala
desa/lurah paling sedikit 1 {satu) kali dalam 1 {satu} tahun.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan
secara berjenjang sesuai dengan hirarki masing-masing LKD atau LKK.
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Pasal 40

Dilpati miclakunan pemviiiaail dan peiigawdasail ternadap peimuentukain,
pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LKK sebagai mitra
pemerintah desa atau kelurahan di wilayahnya.

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan
pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra pemerintah desa di
desa.
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BAB VIIL
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) LKD dan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku,
tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LKK sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) LKD dan LKK yang sudah ada sebelumn Peraturan Bupati ini berlaku akan
dilakukan penataan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal ¢ Qktower zaos

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYAN
Diundangkan di Belopa

pada tanggal ¢ orsovar 2022

SEKRETARIS D KABUPATEN LUWU,

o

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 202
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LAMDIRAN

PERATURAN BUPATI LUWLUI

NOMOR ......... TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

T\l\'l\'l’ V'G"l UD ALTARNT

ANS B AL ALY

a. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

1. Format Peraturan Desa

KABUPATEN LUWU
PERATURAN DESA
NOMOR ...... TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

WEDAY A AT*C A

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ......... Peraturan Bupati
Luwu Nomor ..... Tahun ..... tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan  Kelurahan ditegaskan bahwa  Lembaga

T arnnasranvnalratncm Macan Asbabanlranm Aamooo Daendiiena A
AR ALLCAD _)manauoux LI O \ALL\'I.CLPL\LLLL u\.,.u.smx Py \.Au.\_\.u.m; .IJ\,\)CA.,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa .... tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

R V. TVam A TTendmam~ AT monm e nn Malanven 1N damdnoner
u.u,u.su.l.scu. iy

Pembepiuk...aq DZcrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Namrhanmérilrae Dacady PammrsemAnmor vvemAdacarne— T Asmtinene Nacaen
4 viaaiviituencir 2 \,.Lu.\.ua.wx A i \ALL\L(A‘.&&" m;\m;&uu ‘wmummx n»swa

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Wadsven ~néoo A TTen A ATmeem~nee 1N ’r‘at.“.- MNT 1 bamébanes
21aruua . awady ux;umxs-vu.uwn.s LVOULIIVL A4 LCUIMAL L4V L L LLLIlClULE,

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Nlamrnen Darvmrihlily Temdamansis .-k“o- f\l\ Nharmne 7 Tawshoaline
AV RQALA ANUPUMALN  ALAMULALODLGL  LCALAlLL .l."l' ANV ALAUL 1y, ACMMIUQLIQRLSL

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

(Y
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611});

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor .... Tahun .... tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Tahun ...... Nomor .....);

N

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA ........ccovueeees

MEMUTUSKAN:

Menectapkan : PERATURAN DESA  TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.

»

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat: setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
vang merupakan perwujudan’ dari demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa”

Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa ................

Kepala Desa adalah Kepala Desa .............

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Radan Permusyawaratan Desa imtu k menyepakati hal
vang bersifat strategis.



10.

11.

12.

13.

14.
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Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD
adalah wadah- yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan
mewnjudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Bidang Pembangunan vang
bersifat independen dan berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Desa/Kelurahan
untuk selanjutnya disebut: TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga
kemasyarakatan sebagai mitra' kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
lainnya, vang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan
penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya
program PKK.

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah
lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat dalam rangk,_ r\elavanan mmen ntahan dan kgm_asyara_kafnn

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat
sederaiat dan terutama bergerak dibidang usaha Lkeseiahteraan sesial, yang
secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah merupakan salah
satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang
dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan
memberikan kemudahan Lkepada masyarakat guna memperoleh pelayanan
kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa adalah wadah yang diakui oleh
masyarakat ditetapkan dalam peraturan Desa dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lemhaga Kemasyarakatan di Desa yang terdiri
dari:
a. RT;
b. RW;
c. PKK Desa/Kelurahan;
d. Karang Taruna,
e. Posyandu; dan/atau
f. LPMD.

(1)

BAB Il
MAKSIID DAN TLLILTAN
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(2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa

- T dan.
b. ...
BAB ....
TUGAS DAN FLINGSI
Pasal ....
(1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi :
- O
[ T : dan

TR ;
o TN ; dan
Coarrerrernenrersennesnesnsnsenes
BAB ......
KEPENGURUSAN
Ragian Kesatu
Pasal ......
(1} e
(2)
Dst.
Bagian Kedua
Pasal ......
(1) eereeeeeeeeernrereeeeeiereeeeeeas
(2) e
dst.
BAB .....
HUBUNGAN KERJA
Pasal ......
(1) et
(2} e
dst.
BAB .....
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal ......
(1) e
(2) s



KETENTUAN PENUTUP

Pasal ......
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun
..... tentang ....... (Lembaran Desa..... Tahun...... Nomor.....), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal .......

Peraturan Desa ini mulai berlakn pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ....

Ditetapkan di .....c.ccoevvviiiiiiininnnaes

pada tanggal,
KEPALA DESA......cccoovmuviimnirinnnnennnn,

..............................

LEMBARAN DESA.........c..ccecuveeee.. TAHUN ...l NOMOR ...



2. Format Keputusan Camat

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN..........

Meniny

.:1
Ei
4+

=}

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

e

LT U s
bahwa berdasarkan ketentuan avat (4) Pasal Peraturan Bupati
Luwu Nomor ...... Tahun ....... tentang Lembaga Kemasyarakatan

Desa dan Kelurahan, bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan

3 +
dibentuk dan ditetapka.n olch Camat atas nama Bupati;

hahwa herdacarlan nprhmhn ngan qphannmgna dimalreund nadg

LA [ e

huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat
................... tentang Pembentukan Lembaga Kemasvarakatan

Kelwrahan .. ;
Undang Undang Nomoer 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah  Tingleat 11 di Sulasvesi (I_e_“bgrg__ Negara FRepuhlil

Indonesia Iahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nenotisme (lembaran Negara Renohlik Indonesis Tahun 1600
Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik  Indonesia
abun 2002 Nomor 127, Tambhahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahan Dacrah

(LemBaran Megars Republik Indonesia Tabun 2084 Momoz 126,
2

Tamhahan Lemharan Negara P.‘:p.l},_‘.].... Indgnesia Naomar 4438},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesiac Nomor 5234) scbagaimana t‘,lah
a

{Lembaran Negara Republi [ndones;a Tah n 2019 Ncmor 183
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dagialh {EembBacan Negasa Republild Indonesis Taluas 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia

Nomor 5587} sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun ......... tentang
(Berita Desa ...... Tahun ....... Nomor ........... )
MEMUTUSKA N :
: * KEPUTUSAN CAMAT ............. TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sebagai berikut :
1, .

Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut :
L ;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan nada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan ......

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...........

pada tanggal
Ain BUUPATI LITWUI

....................................

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

oUh W

Lurah .......

Bupati Luwu (sebagai laporan);

Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;

Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa;
................. di Tempat;



FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT AT AS NAMA

BUPATI
KELURAHAN

TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

1. Format Keputusan Kepala Desa

Menimban

Mengingat

ho

KEPALADESA
KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA ................

NOMOR .......

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS .....c.ccconusrannsnsnnsnnns

TA—‘M LR R R R R R E R L e R LR L L
KEPALA DESAII!IIII-“""'--!-! ‘‘‘‘ ]

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati
T Nomaeg st Tl  cines teptang G ;
ditegaskan hahwa nengurne lemhaga kemasyaral atan desa
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa ...........
tentang Penctapan Pengurus ........ TabE ..ovvenssmeaseh
Undang-Undang Nomeor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Uindang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 {Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomaor 42 Tahun 2014 tenta ng Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
DaratnEan NMeniesl Balam, Negesl Nemer 18 Pakiin, DONE tentiany

Lemhaga Kemasvarakatan Deea dan Lembaga Adat Deea (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569):



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611});

9. Peraturan Bupati LUWU Nomor ... Tahun . . ... tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Tahun ...... Nomor ..... );

MEMUTUSKA N :

Menetapkan Pengurus ...... Tahun ...... dengan susunan pengurus

Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki
tugas sebagai berikut:

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
sumber pendapatan lainnya yvang sah

KEEMFAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..........
pada tanggal
KEPALA DESA ..........

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa,;

2. Camat.......... di tempat;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ............... di tempat;

4. Ketua.............. . di tempat

5. Pertinggal.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....cccoiiiiiiiiiiaanenns
NOMOR 3 ereeeerecesentrienttssastncsesassasans
TANGGAL D eeeeeeeeerereretetaehseenarraraenan
SUSUNAN PENGURUS ...oceeeenererreennne
TAHUN

KETUA 3

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

BIDANG SESUAI DENGAN KEBUTURAN,

DST '

meA DESA saesssessase

-----------------------------------



1"

2. Format Keputusan Camat

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN ....ccoviininnninnns

Menimbang

Mengingat

POOIEIDNR 3 . vcissnvisinnspnningss

PENETAPAN PENCURLD ;. eiisivemmsnsivienss KELURAHAN

w0

91

CAMAET < ovvicnnsens

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... . ... Peratuitran Bupati
Luwu  Nomor.......... Tahun ... tentang  ...... ... DAhwa
pengurus lemha kerna'-"-varakatan kehwrahan penetap nnya

At Alion 1 17n lren  lropn Aty vieaba ] wan Anron
dapuu umpaAu{un L;l,; l{\;\;(lmutull AL ul{ d I.C\.blp AN ¥ EE \-l\.’AJ.Bbll,A

OQ

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Camat ...... tentang Penetapan Pengurus ... Kelurahan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 WNomor 74, Tambahar

LembazaniNezaom Rewawblils Tedogesia Nomey 18221
1Q

3

=
O
'5
=
2
v
¥
-3
]
i

KOlU.Sl dan Nepo,sme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
ia Nomor 3851} scbagaimana telah diubah dengan
IIndang 1T 3 Tahun 2002 tenta f‘lg Kaomisi
Pemberantasan Tin d k Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, ’I‘ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250};
'Tﬂdaﬂ 'Iﬂf"ﬂq" J vy e 3:3 Tn‘-u\n an{‘! tcnmﬂ pc";mbﬂﬂ

iz llg

2

antara Pemerintah Pu<at dan Pemerintahan DNaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Darnttiramn Damindaona Tlnda 3] ‘-ﬂvl{

arv (1 armbhaora
rlldalalaal colanading-waids

o~ e 'I\lc
Sllll ‘u\,xxluux (7S v ﬁ .I.

ﬁJ

Indaonesia Tahun 2011 Nomaor R2 Tamhahan Lemharan Negara

......... = - e ‘ iy aaisrTaa Saa W Ca i

Republik Indonesia Nomor 5234) sehagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-lindang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan [embaran Negara Republik [ndonesia
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Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ....... Tahun ....... tentang ......
{Berita Desa...... Tahun..... Nomor ........
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ......c.ceueee TENTANG = ..............
PENETAPANN PENGURUS .......... KELURAHAN ........ TAHUN ...........
KESATU : Menetapkan Pengurus ........ Kelurahan .......... Tahun ..........
dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus scbagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki
tugas :
L U U U TN ;
2ttt tettttert et tireteeuertetaenasareraranen e aeraorenarr et naetanaersensenteneesenarnrens ;
G ;
4. dst
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Kelurahan ........................
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ..................
pada tanggal
An. BUPATI LUWU
CAMAT .....oiiiiiiinninnn,
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bupati Luwu {sebagai laporan); .

Inspektur Daerah Kab. Luwu, di Belopa;

Kepala DPMD Kab. Luwu, di Belopa;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu, di Belopa;
Kelurahan ............. di Tempat;

Pertinggal

Qb wWwN =



LAMPIRAN :KEPUTUSAN CAMAT ...oviiiiiieneeicineeieeencnnnns
NOMOR S reeenereresaersiearaenrronsnensesanans
TANGGAL D eeerereeerereearecrrncrtncnseserersenas
SUSUNAN PENGURIE ....ccccevencnnencene
TAHUN

KETUA :

SEKRETARIS :

BENDAHARA :

BIDANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

DST

An, Bupati Luwu
Camat ....cceceeeeeee o

sevsse eecsscncssccvansee sscccvsosve

NIP
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c¢. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
KEMASYARAKATAN

BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN PENGURIUS .....covusvssmassessssssss

Berkaitan dengan pembentukan pengurus .......... di Desa .......... Kecamatan .......
Kabupaten Luwu, pada :

Hari dan Tanggal LN

Jam

Tempat e eaeeteeeeseeeetecatrieetatanaaanaaaaas

telah diadakan acara rapat yang d1hadm oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa,
BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan
narasumber adalah :

a. Materi

.......................................................................................................

.......................................................................................................

b. Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat dari L, .
Notulen D e 14 721 o LU PPN
Narasumber e L L (67 o L

- -- dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat
menyepakati beberapa hal yang berketetapan meniadi kesepakatan akhir dari
musyawarah yaitu :

Demikian Rerita Acara ini dibuat dan dkahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
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FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN
PENGURUS ......ccccceneee

BERITA ACARA
RAPAT PEMILTHAN PENGURUS ...
Berkaitan dengan pembentukan pengurus ............. di Desa .......... Kecamatan .......
Kabupaten Luwu, pada :
Hari dan Tanggal D eereeeeererrerenrereetanstestonaserasnans
Jam L eereecurereie et et e sraeaeeaes
Tempat D eeeeeererreeererar et eaearaaaans

telah diadakan acara rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah dan warga
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan
narasumber adalah

a. Materi

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.......................................................................................................

b. Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat dari e .
Notulen : dari ...ooooeiiiniiiiii e
Narasumber Do dari ...covieiiiiiiiiiiceireciceeeeees
dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat

menyepakati heherana hal yang herketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah yaitu :

Demikian Rerita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung iawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '

Pinmina n Rapat,

( ------------------------------ seecee )
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d. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS NAMA
BUPATI TENTANG PENETAPAN PENOMORAN RT/RW

1. Format Keputusan Kepala Desa

N

4

)

KEPALA DESA ....cccovvenaraenns
KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA ..........ccccu....
NOMOR : ....... TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PENOMORAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
LINGKUP DES,

KEPALA DESA

Menimbang L bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ....... Peraturan
Bupati Luwu Nomor ...... Tahun ........ tentang =,
ditegaskan bahwa penomoran RI dan RW,, di Desa ditetapkan
dengan Kepuiusan Kepaia Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud. pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Desa .............. tentang Penetapan Penomoran Rukun

Tetangga dan Rukun Warga Lingkup Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Sulawesi (Lembaran "
Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indnnesia Nomar 5234) sehagaimana telah divhah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Umbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang Undasg Nomor 6 Tahun 2011 tentang Desa

€8

(Lembaran Negara Republik Indonegia Tabnn 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4,  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539):

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomaor 5601



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KET1GA

KEEMPAT

KELIMA
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Daratiiran 1'1311 nI'i Ynlom 'N'fnn A Ae 18 Tn v 2(\10

Peraturan alam Negeri Nomor Talnn 2018
tentang Lembaga Kemasyvarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

ha

9. Peraturan Bupati Luwu Nomor .... Tahun ....... tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Tahun ................ Nomuor .............. K

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENOMORAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA LINGKUP DESA.

Menectapkan Penomoran Rukun Tetangga dan  Rukun Warga
Linglkup new ................. , sehagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi
nomor unit mulai dari angka 1 {satu) sampai dengan jumlah RT
yvang ada di RW yang hersangkutan,

Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor unit mulai dari angka
1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
sumber pendapatan lainnya yang sah.

keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Qi ..ccoeeeeeniienieninnnnns
pada tanggal
KEPALADESA .......coceveeeeee.. ,

.................................

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;

2. Camat ........

di Tempat;

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Tempat;
4, Ketua ....... di tempat;

5. Pertinggal.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ...........

NOMOR
TANGGAL

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW

1. Dusun..............
No Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
Keluarga (RT) (RW)

1. 1 1
2.

dst
1. 2 1
2.

dst.
1. 1 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.

2. Dusun..............
No. Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
) Keluarga ; (RT) RW)

1. 2 2
2.

dst.
1. 2 1
2.

dst.
1. 4 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.




2. Format Keputusan Camat

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN ...ccccvvnanns

NOMOR: e

PENETAPAN PENOMORA N RUKUN TETANGGA DAN RUKLIN WARCGA
DI KELURAHAN ........

Fassrsdnban

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4] Pasal 13 Pergturan Bupati
Luwu Nomor ........ Ta hun e tentang ....... bahwa

angan sehagaimana dimalbsud pada

1
B o L e RN

huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

............ (1)1 G2 111 1 e Penetapan Penomoran Rukun

Tetangga Dan Rukun Warga di Kelurahan I
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 {entang

Pemhentulan Daerah Tinglat 1f di S.ﬂﬂwpm “.-?f..baraﬁ Negara

Negara Repubhk Indonesia N0mor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

T eoeara ‘--- Darail Ao Dalwna Ao TS evvr vy rvens Waliya:s Ao
(,.AA ] car "b &ltl.l. \)la S nigaa LA LAY NaghL 4 ARUL LA pADa, AniSataar uu.ﬂ

I\]r-\nnhc:mp ﬂprnbnrgn Negara Renublik Indonesia Talim 1949

e e T e e e & s mi =22

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

. = oy . ~ e | r -
Pidana Korupel [(Lemibssan Negara Bepublik Indemesin Tohum
2002 Nomor 137 Tarnohahan lemharan Negara Republik

Indonesia Nomor 4250):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1 NNOA ‘!\Inmno- 1796
AARAAE LAAUTT LVAFALAUL L iy,

W

L ] Mlaerm oy oy l- an‘
p.n.n.uuu;u.u e T e AN ey P Le [ReTe

G osa
Tamba han Lemharan Negara Repuhlil Indonesia Nomaor 44382}

B = A -

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indconesia MNomeor S5234) scbagaimana telah diubah
denoa n I___Tndgng_Undana Nomor 15 Tahun 2010 lI__elnhgrnn

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

E—

oy 1 - m
Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nommor 244 Tambahan lLemharan Negara Republill Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



N
[V}

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita

Negara Republilk Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

e 2

8. Peraturan Bupati Luwu Nomor ............ Tahun .............
tentang............. (Berita  Desa............. Tahun ..............
Nomor............ );
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ............ TENTANG PENETAPAN PENOMORAN

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN ...........

e b o] Pernmn.rnn' DT Aan. I di K luz‘n‘l-\t\n

sehagaimana tercantum dalam lampiran kenutusan ini,

KEDUA : Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberi
nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT
vang ada di RW yvang bersangkutan.

KETIGA : Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor urut mulai dari angka
1 (satu) sampai denganjumlah RW yang ada.

KEEMPAT : Segala biaya vang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Kelurahan.

KELIMA : Keputusan ini muiai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........c.........
pada tanggal

An. BUPATI LUWU
CAMAT ....ooveeeeeerennans
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bypati Luw (sebagai laporan); .

Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;

Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa;
Lurah ..... di Tempat;

Pertmggal

Ow A wN
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT ...ccacnee-

NOMOR
TANGGAL

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN

Rukun Tetangga
(RT)

Rukun Warga
(RW)

1

Rumah/Kepala
Keluarga

Rukun Tetangga
(RT)

Rukun Warga
RW)

2

An. Bupati Luwu

................

TI LUWU,

BASMIN A




LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR
TANGGAL

aaaaamaaaan

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN

1. Lingkungan.......
No. Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
) Keluarga (RT) (RW)

1. 1 1
2.

dst.
1. 2 1
2.

dst.
1. 1 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.

2. Lingkungan.......
No Rumah/Kepala Rukun Tetangga Rukun Warga
) Keluarga (RT) (RW)

1. 3 2
2.

dst.
1. 2 1
2.

dst.
1. 4 2
2.

dst.
1. 2 2
2.

dst.

An. Bupati Luwu

................

NIP

TI LUWU,

BASMIN A




